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KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA 

PENJUALAN BUKU SEKOLAH DI MASA PANDEMI COVID-19 

(STUDI DI CV. GRAHA PRINTAMA SELARAS YANG DI KARTASURA 

SUKOHARJO) 

 

Abstrak 

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut a) Untuk Mengetahui bentuk 

dan isi perjanjian kerja sama penjualan buku sekolah CV. Graha Printama Selaras 

dengan PT. Harmoni Edukasi; b) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian kerja 

sama penjualan buku sekolah di Masa Pandemi Covid-19 antara CV. Graha 

Printama Selaras dengan PT. Harmoni Edukasi, dari hasil penelitian yang 

diperoleh yaitu bentuk dan isi perjanjian kontrak kerja tersebut merupakan 

perjanjian baku, yaitu perjanjian yang di buat atau di persiapkan secara sepihak 

yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 

wajib di penulis pihak yang lain. Perjanjian baku dapat dibuat tanpa adanya 

notaris atau tidak harus di saksikan dan di tandatangani di depan notaris. Hukum 

perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian 

(beginsel der contracts vrijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 

KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang 

dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap 

perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal 

tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Bahwa Perjanjian Kontrak 

Kerja CV Graha Printama Selaras yang diwakili oleh Karunya Budhyawan, S.E. 

yang bertindak selaku jabatanya sebagai direktur CV Graha Printama Selaras 

dengan  B. Dwi Sukaharijanto sebagai direktur dari PT Harmoni Edukasi. Telah 

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1601 KUHPerdata. 

 

Kata Kunci: perjanjian, KUHPerdata, pelaksanaan kontrak 

 

Abstract 

The objectives of this study are as follows a) To find out the form and content of 

the cooperation agreement for the sale of school books CV. Graha Printama In 

harmony with PT. Educational Harmony; b) To find out the implementation of the 

cooperation agreement for the sale of school books in the Covid-19 Pandemic 

Period between CV. Graha Printama In harmony with PT. Harmony of Education, 

from the research results obtained, namely the form and content of the 

employment contract agreement is a standard agreement, namely an agreement 

made or prepared unilaterally which is contained in a document and/or a binding 

agreement and must be written by the other party. Standard agreements can be 

made without a notary or do not have to be witnessed and signed in front of a 

notary. Contract law in Indonesia adheres to the principle of freedom in terms of 

making agreements (beginsel der contracts vrijheid). This principle can be 

concluded from Article 1338 of the Civil Code which explains that all agreements 

made legally apply as law for those who make them. Actually what is meant by 
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the article is nothing but the statement that every agreement is binding on both 

parties. However, from this article, it can be concluded that people are free to 

make any kind of agreement as long as it does not violate public order or morality. 

Whereas the Employment Contract Agreement of CV Graha Printama Selaras is 

represented by Karunya Budhyawan, S.E. who acts as director of CV Graha 

Printama Selaras with B. Dwi Sukaharijanto as director of PT Harmoni Edukasi. It 

is by the provisions contained in Article 1601 of the Civil Code. 

 

Keywords: agreement, civil code, contract implementation 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka untuk mencapai 

tujuan tersebut dapat melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan agent of 

change untuk mengubah kehidupan sebuah bangsa untuk menjadi lebih baik. 

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan 

perlu disesuaikan dengan pembangunan dan perubahan masyarakat yang sedang 

membangun. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal satu-satunya yang 

diselenggarakan pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

melalui interaksi dalam proses pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara 

sadar, sistematik dan terarah menuju ke arah perubahan tingkah laku peserta didik 

sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mendukung tercapainya sumber daya 

manusia, maka hal yang terpenting adalah adanya sarana dan prasarana yang 

mendukung proses belajar mengajar salah satunya melalui ketersediaan buku-

buku pelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang digunakan oleh satuan 

pendidikan pada pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa “buku yang digunakan oleh 

satuan pendidikan terdiri dari dua kategori yaitu buku teks pelajaran dan buku non 

teks pelajaran” Buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk 

mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh 

kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk digunakan pada satuan 

pendidikan. Sedangkan buku non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk 

mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku 
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lain yang tersedia di perpustakaan. Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa “ buku 

pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks 

pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi”. Salah satu contoh bentuk 

buku non teks pelajaran adalah Lembar kegiatan Siswa ( LKS ). Mengingat 

selama kegiatan pendidikan berlangsung baik di luar sekolah maupun di dalam 

sekolah tidak dapat dilepaskan dari buku-buku pelajaran yang tersedia secara 

memadai baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, buku-buku pelajaran 

tersebut juga tidak lepas dari peran para pengarang buku dan penerbit. Untuk 

memberikan gairah para pengarang buku dalam menghasilkan buku-buku yang 

bermutu tinggi, pemerintah memberikan salah satu bentuk perlindungan hukum 

kepada para pengarang buku melalui perlindungan terhadap ciptaan yang 

dihasilkan, selain itu perlindungan hukum juga diberikan kepada penerbit buku. 

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah diatur di dalam 

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

CV. Graha Printama Selaras merupakan suatu bentuk perusahaan yang 

bergerak di bidang penerbitan buku dan LKS ( Lembar Kegiatan Siswa ) dari 

tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) sampai SMA ( Sekolah Menengah 

Atas ) dalam menjalankan bisnisnya CV. Graha Printama Selaras berkerjasama 

dengan PT. Harmoni Edukasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian 

Kerjasama dimana pihak penerbit khususnya pada CV.Graha Printama Selaras 

memproduksi Buku dan LKS dan PT. Harmoni Edukasi memfasilitasi untuk 

menjual dan mendistribusikan buku dan LKS dari CV. Graha Printama Selaras.  

Setiap perusahaan yang memiliki kepentingan menjalin kerjasama antar 

perusahaan satu dengan perusahaan lain. Di mana kerjasama antar perusahan 

tersebut harus didasari atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh dua 

belah pihak, yang memiliki ikatan satu sama lain. Pada dasarnya ikatan tersebut 

ialah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang 

satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. “Pasal 1233 KUH Perdata 

mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau 

perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir 
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dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undangundang” 

(Setiawan, 2016). Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan 

atau suatu ketidaksamaan tujuan diantara kedua belah pihak. Perumusan 

hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses 

negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi antara kedua belah pihak berupa 

menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan. Bagian ini membicarakan tentang hak 

dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian untuk saling mempertemukan 

suatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar (Hernoko, 

2013). 

Pandemi Covid-19 jadi isu hangat yang diperbincangkan dalam 

pelaksanaan kontrak bisnis akhir-akhir ini. Karena dalam penanganan wabah ini, 

terbit peraturan hukum yang membatasi ruang gerak dan aktifitas bisnis di 

Indonesia dan bahkan global. Efeknya, terbatasnya kemampuan pelaku usaha 

melaksanakan kontrak yang telah dibuat. Ramainya perdebatan Covid-19 yang 

dikaitkan dengan force majeure atau overmacht tidak terlepas dari teori bahwa 

keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menangkis keberlakuan kontrak 

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda). 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penulisan penelitian ini adalah 

pendekatan Yuridis Empiris. Yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan 

terhadap data penelitian dengan berpedoman pada aspek Hukum normatif disertai 

dengan kajian teoritis Hukum, dengan di dukung fakta-fakta empiris di lapangan 

(Soekanto & Mamuji, 1985). Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif 

yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan, 

gejala, individu atau kelompok tertentu (Amiruddin dan Arikin, 2012). Penelitian ini 

dilakukan di CV. Graha Printama Selaras guna mengkaji dan menganalisa 

mengenai bentuk dan isi perjanjian kerjasama penjualan buku dan LKS antara 

CV. Graha Printama Selaras dan pelaksanaan isi penjanjian kerjasama di Masa 

pandemi covid-19 saat ini. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Dan Isi Perjanjian Kerja Sama Penjualan Buku Sekolah Berdasarkan 

Hukum Perjanjian Di Cv. Graha Printama Selaras Dengan Pt. Harmoni Edukasi, 

maka dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut; 

3.1 Bentuk Perjanjian  

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap bentuk dari perjanjian kontrak kerja 

tersebut merupakan perjanjian baku, yaitu perjanjian yang di buat atau di 

persiapkan secara sepihak yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau 

perjanjian yang mengikat dan wajib di penulis pihak yang lain. Perjanjian baku 

dapat dibuat tanpa adanya notaris atau tidak harus di saksikan dan di tandatangani 

di depan notaris. Dalam perjanjian kerja ini telah sesuai dengan: 

3.1.1 Asas Kebebasan Berkontrak 

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat 

perjanjian (beginsel der contracts vrijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 

1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya 

yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap 

perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal 

tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk 

mebuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan 

mengeyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem 

tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (openbaar system). Hal ini 

dibuktikan dengan dibuatnya suatu perjanjian kerjasama antara CV Graha 

Printama Selaras yang diwakili oleh Karunya Budhyawan, S.E. yang bertindak 

selaku jabatanya sebagai direktur CV Graha Printama Selaras dengan B. Dwi 

Sukaharijanto sebagai direktur dari PT Harmoni Edukasi yang dilaksanakan pada 

tanggal 22-08-2019 (Dua puluh dua Agustus Duaribu Sembilan belas) dengan ini 

para pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk mengadakan sebuah 

perjanjian. 
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3.1.2 Asas Komsensualisme 

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat 

dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, 

kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat 

sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat 

perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah 

mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. 

Sedangkan dalam pasal 1329 KUH Perdata tidak disebutkan suatu formalitas 

tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa 

setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata 

sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. 

Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan isi Perjanjian Kontrak Kerja CV 

Graha Printama Selaras yang diwakili oleh Karunya Budhyawan, S.E. yang 

bertindak selaku jabatanya sebagai direktur CV Graha Printama Selaras dengan B. 

Dwi Sukaharijanto sebagai direktur dari PT Harmoni Edukasi. yang dilaksanakan 

pada tanggal 22-08-2019 (Dua puluh dua Agustus Duaribu Sembilan belas) 

dengan ini para pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk 

mengadakan sebuah perjanjian dan menandatangani perjanjian tersebut.  

Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja CV Graha Printama Selaras yang 

diwakili oleh Karunya Budhyawan, S.E. yang bertindak selaku jabatanya sebagai 

direktur CV Graha Printama Selaras dengan B. Dwi Sukaharijanto sebagai 

direktur dari PT Harmoni Edukasi.  telah dibuat memenuhi syarat - syarat dan 

ketentuan yang ada dalam pasal 1320 KUHPer yaitu :  

Dimana dalam perjanjian kontrak kerja ini antara CV Graha Printama 

Selaras yang diwakili oleh Karunya Budhyawan, S.E. yang bertindak selaku 

jabatanya sebagai direktur CV Graha Printama Selaras dengan B. Dwi 

Sukaharijanto sebagai direktur dari PT Harmoni Edukasi. Dimana pihak pertama 

(CV Graha Printama Selaras) dan pihak kedua (PT Harmoni Edukasi) telah 

sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian yang di kehendaki oleh para pihak 

tanpa adanya paksaan oleh salah satu pihak atau ada salah satu pihak yang tidak 

setuju tentang isi atau pasal dalam perjanjian dan secara sadar melakukan 
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kesepakatan, hal itu di buktikan dengan di tandatanganinya akta perjanjian oleh 

kedua belah pihak di atas materai, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat.  

Kecakapan yang di maksud dalam pasal 1320 KUHPer yaitu mereka yang 

berumur 21 tahun,atau belum berumur 21 tahun tapi telah kawin atau pernah 

menikah. bahwa para pihak dalam perjanjian kerja ini yaitu pihak pertama 

Karunya Budhyawan S.E. telah berumur 53 tahun saat perjanjian tersebut di buat 

dan di tandatagani, sedangkan pihak kedua yaitu B. Dwi Sukaharijanto telah 

berumur 55 tahun saat perjanjian tersebut di buat dan di tandatangani pada tahun 

2019.  

Suatu hal tertentu benar merupakan perjanjian kerjasama yang di tentukan 

dengan objek berupa kontrak kerjasama yang memuat perjanjian yaitu jasa yang 

diberikan PT Harmoni Edukasi. Suatu hal yang di maksud dalam perjanjian di 

atas yaitu pemasaran produk berupa buku sekolah dari CV Graha Printama 

Selaras. 

Bahwa dalam perjanjian kontrak kerja CV Graha Printama Selaras yang 

diwakili oleh Karunya Budhyawan, S.E. yang bertindak selaku jabatanya sebagai 

direktur CV Graha Printama Selaras dengan B. Dwi Sukaharijanto sebagai 

direktur dari PT Harmoni Edukasi telah sesuai dengan KUHPerdata, dimana isi 

perjanjian tersebut  merupakan causa yang  halal dan tidak mengganggu norma 

kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana di atur dalam pasal 1337 KUHPer 

yang berbunyi “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh 

 undang-undang atau  bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau  

dengan ketertiban  umum”.  

3.2 Pelaksanaan Kontrak Kerja antara CV. Graha Printama Selaras dengan 

PT. Harmoni Edukasi dimasa Pandemi Covid – 19 

3.2.1 Para Pihak 

CV Graha Printama Selaras, sebuah perusahaan yang beralamat di Ngemplak 

Cilik RT 001/RW 003 Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal 

ini diwakili oleh Karunya Budhayawan, S.E., selaku Direktur. Untuk selanjutnya 

dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama. 
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PT Harmoni Edukasi, sebuah perusahaan Service Provider yang beralamat 

di Jl. Pembangunan II No. 1A, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini 

diwakili oleh B. Dwi Sukaharijanto selaku Direktur. Untuk selanjutnya dalam 

perjanjian ini disebut Pihak Kedua. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, CV Graha Printama 

Selaras yang diwakili oleh Karunya Budhyawan, S.E.  adalah Pihak yang 

menyediakan barang yang nantinya oleh PT. Harmoni Edukasi Pihak yang 

berkewajiban untuk melakukan pemasaran terhadap barang dari CV Graha 

Printama Selaras yang berupa buku pelajaran melalui  SIPLah PesonaEdu. Serta  

menyediakan kemudahan Pihak Pertama untuk entry produk ke SIPLah 

PesonaEdu. Dalam hal ini CV Graha Printama Selaras berhak menerima harga 

barang dikurangi marketing fee. Sedangkan PT. Harmoni Edukasi berhak atas 

marketing fee. 

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa dalam perjanjian di atas 

sudah di tuliskan identitas kedua belah pihak secara lengkap karena identitas 

merupakan hal penting dalam akta perjanjian yang merupakan bagian dari subjek 

suatu perjanjian. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata 

tentang syarat terjadinya perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak dan Pasal 

124 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa tanda tangan para pihak pembuat 

perjanjian kerja bersama. 

3.2.2 Jenis Pekerjaan  

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak diatas CV Graha Printama Selaras sebagai 

Pihak Pertama adalah sebuah Pemilik produk berupa Buku Sekolah atau produk 

lain yang dibutuhkan TK/PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan PT 

Harmoni Edukasi sebagai Pihak Kedua adalah perusahaan Service Provider yang 

menyediakan berbagai jasa. Para pihak bermaksud bekerja sama untuk menjual 

produk milik Pihak Pertama kepada Sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK diseluruh 

Indonesia melalui SIPLah PesonaEdu. 
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3.2.3 Honorarium dan Cara Pembayaran 

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara CV Graha Printama Selaras 

dengan PT Harmoni Edukas. Honorarium dan cara pembayarannya dilakukan 

dengan pihak pertama menerima harga barang dikurangi marketing fee yang 

tercantum di Lampiran 2 butir 2 dan dikurangi fee pihak kedua yang tercantum di 

Lampiran 2 butir 1 ditambah dengan ongkir. Sedangkan  pihak kedua menerima 

marketing fee yang tercantum di Lampiran 2 butir 2 ditambah fee Pihak Kedua 

yang tercantum di Lampiran 2 butir 1. Sedangkan marketing fee akan dibayarkan 

kepada Tenaga Marketing segera setelah Pihak Kedua menerima pembayaran dari 

SIPLah PesonaEdu. Pajak yang berlaku ditanggung Tenaga Marketing. Berikut ini 

isi dari Lampiran 2:  

Fee Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar 2,5% dari harga baarang, 

dengan grading perhitungan secara progresif sesuai pencapaian omzet. (berlaku 

untuk periode 1 Juli 2019 s/d 30 Juni 2020) 

a. Omzet < = 50M, Fee = 2,5% 

b. 50M<Omzet < = 150M, Fee = 2% 

c. Omzet> 150M, Fee 1,55 

Penjelasan : 

a. Bila jumlah PO 45 M, berlaku fee 2,5% 

b. Bila jumlah PO 75 M, maka 50 M pertama dikenakan 2,5%, dan 25 M 

berikutnya dikenakan fee 2% 

c. Bila jumlah PO 175 M, maka 50 M pertama dikenakan 2,5%, 100 M berikutnya 

dikenakan fee 2% dan 25 M berikutnya lagi dikenakan fee 1,5% 

Contoh : 

Jumlah PO 51 M 

- 50 M x 2,5% = 1.250.000.000 

- 1 M x 2% =      20.000.000 

- TOTAL = 1.270.000.000 

Penurunan fee langsung diperhitungkan pada PO berikutnya yang terjadi 

setelah mencapai batas grading omzet. Marketing fee untuk Tenaga Marketing : 

a. Buku Nonteks 5% 
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b. Buku Teks Utama 13% 

c. Buku Teks Pendamping Siswa (SK) & Muatan Lokal (SK) 15% 

d. Buku Teks Pendamping Guru (SK) 7,5% 

Berikut ini merupakan hak dan kewajiban antara Karunya Budhyawan, 

S.E. yang bertindak selaku jabatanya sebagai direktur CV Graha Printama Selaras 

dengan B. Dwi Sukaharijanto sebagai direktur dari PT Harmoni Edukasi  : 

Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara CV Graha Printama 

Selaras dengan PT Harmoni Edukas. Terdapat permasalahan yang muncul dalam 

proses pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

kepada narasumber dari CV Graha Printama Selaras permasalahan yang muncul 

disebabkan oleh adanya kondisi Pandemi Covid - 19 yang terjadi pada tahun 

2020. Dalam kondisi tersebut mengharuskan sekolah-sekolah dari TK sampai 

SMA melakukan proses kegiatan belajar mengajar leawat sistem daring. Dan 

membuat permintaan akan kebutuhan buku pelajaran menjadi berkurang. 

Dalam pelaksanaan perjanjian yang di mulai pada tanggal 22-08-2019 (dua 

puluhdua Agustus dua ribu Sembilan belas) sesuai dengan kesepakatan yang telah 

tertulis dalam isi perjanjian, honorarium tidak dapat dipenuhi oleh pihak pertama 

karena kurangnya permintaan terhadap buku-buku pelajaran. Sebagai akibat dari 

kondisi Pandemi Covid-19. 

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja anatara 

CV Graha Printama Selaras dengan PT Harmoni Edukasi adalah karena Pihak 

Pertama tidak menjalankan kewajibanya sesuai dengan yang ada dalam perjanjian 

kerja dikarenakan adanya yaitu kondis Covid-19 yang melanda Indosnesia. 

Dalam pelaksanaan perjnajian kontrak kerja antara CV Graha Printama 

Selaras dengan PT Harmoni Edukasi penyelesaian wanprestasi dapat di selesaikan 

dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (2) yang 

berbunyi “Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dibicarakan 

secara mufakat dan musyawarah”. berdasarkan hasil wawancara penyelesaian 

melalui musyawarah di pilih agar mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah 

pihak. Dengan adanya musyawarah secara kekeluargaan para pihak dapat 

menawarkan solusi dari permaslaahan yang tengah dihadapi para pihak yang 
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melakukan wanprestasi hal ini telah sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) “Perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik” dimana musywarah adalah itikad baik dari 

kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian, walaupun terjadi perselisihan 

di dalam pelaksanaannya. Dalam musyarawah. Perbuatan yang di lakukan oleh 

Pihak Pertama dapat di kenakan sanksi oleh pihak kedua sebagai pihak yang 

dirugikan, tetapi musyawarah lebih di kedepankan dalam penyelesaian masalah 

sehingga dapat memberikan solusi dan berbagai opsi yang terbaik bagi kedua 

belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Bentuk Dan Isi Perjanjian Kerja Sama Penjualan Buku Sekolah Berdasarkan 

Hukum Perjanjian Di Cv. Graha Printama Selaras Dengan Pt. Harmoni Edukasi, 

Yang Telah Disepakti hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2019. Perjanjian tersebut 

telah sesuai dengan pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap-tiap  perikatan 

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu”, kemudian perjanjian tersebut telah sesuai denmgan Pasal 1338 dan 1320 

KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata  yang menerangkan mengenai Asas 

Kebebasan Berkontrak yaitu bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang 

dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap 

perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal 

tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Sedangkan pasal 1320 KUH 

Perdata menjelaskan mengenai Asas Konsensualisme Maksud dari asas ini ialah 

bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat 

perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang 

bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian 

dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (Pasal 1320 

KUH Perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum 

atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam pasal 1329 
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KUH Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat 

yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. 

Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari 

apa yang diperjanjikan. 

Pelaksanaan Kontrak Kerja antara CV. Graha Printama Selaras dengan PT. 

Harmoni Edukasi dimasa Pandemi Covid – 19. 

Pelaksanaan Perjanjian antara CV. Graha Printama Selaras dengan PT. 

Harmoni Edukasi telah sesuai dengan pasal-pasal yang termaktub dalam KUH 

Perdata yaitu Pasal 1320 mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian pihak dan telah 

memenuhi Pasal 124 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa tanda tangan para pihak 

pembuat perjanjian kerja bersama. 

Problematika yang timbul dari perjanjian ini adalah Perbuatan wanprestasi 

yang dilakukan Pihak Pertama dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut terjadi 

pada saat Pandemi Covid - 19 di Indonesia, sehingga wanprestasi di sebabkan 

karena CV. Graha Printama Selaras mengalami kesuliatan dalam memenuhi target 

penjualan buku-buku pelajaran saat Pandemi Covid - 19 dan sangat 

mempengaruhi omset perusahaan.  Hal ini yang menyebabkan pembayaran berupa 

fee kepada pihak kedua tidak dapat dipenuhi oleh pihak pertama yang mana telah 

melanggar isi perjanjian yang terdapat pada pasal 4 perjanjian tersebut. Aturan 

yang membahas wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi 

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak di penuhinya suatu 

perikatan mulai di wajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap 

lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus di berikan atau di 

lakukannya hanya dapat di berikan atau di lakukan dalam waktu yang melampaui 

waktu yang telah di tentukan.” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa Pihak Pertama telah melakukan wanprestasi karna telah melanggar 

ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Menurut pasal 1244 KUH Perdata apabila 

debitur tidak dapat memberikan pembuktian tentang tidak dilaksanakannya 

perjanjian itu karena suatu hal yang tak terduga maka debitur tetap membayar 
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kerugian yamng dialami kreditur. Namun dalam posisi ini CV. Graha Printama 

Selaras menurut pasal 1245 dan 1246 KUH Perdata tidak dapat memenuhi 

prestasi dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia. 

Problematika antara CV. Graha Printama Selaras dengan PT. Harmoni Edukasi 

diselesaikan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (2) yang 

berbunyi “Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dibicarakan 

secara mufakat dan musyawarah”. hal ini telah sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) 

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” dimana musywarah adalah 

itikad baik dari kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian, walaupun 

terjadi perselisihan di dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukan asas Pacta Sunt 

Servanda atau asas kepastian hukum menurut Pasal 1338 ayat 1 diterapkan untuk 

menyelesaikan problematika yang sedang dihadapi 

4.2 Saran 

Dari pembahasan dan penjelasan diatas penulis memberikan saran sebagai 

berikut: Diharapkan agar Pihak Pertama menjelaskan permasalahan yang sedang 

dihadapi berkaitan dengan dampak Pandemi Covid-19 ini dengan Pihak Kedua 

agar tidak terjadi perselisihan mengenai pembayaran kepada pihak kedua. 

Diharapkan agar Pihak Kedua membantu mencari solusi dari permasalahan 

yang sedang dialami Pihak Pertama dan memberi sedikit Kelonggaran 

pembayaran marketing fee kepada Pihak Pertama agar Kerjasama keduanya 

berjalan normal Kembali. 

Diharapkan Kedua Belah Pihak, untuk mengadakan perjanjian Kerjasama 

baru dihadapan Notaris untuk memperbaharui perjanjian Kerjasama tersebut 

ditengah Pandemi Covid-19 saat ini, untuk meminimalisir perselisihan kedua 

belah pihak. 
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